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PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 77 TAHUN 2019
TENTANG

PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME DAN

PELINDUNGAN TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN

Menimbang

PETUGAS PEMASYARAKATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (3),
Pasal 43B ayat (5), Pasal 43C ayat (4), dan Pasal 43D ayat
(7) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan
Pemerintah tentang Pencegahan Tindak Pidana Terorisme
dan Pelindungan terhadap Penyidik, Penuntut Umum,

Hakim, dan Petugas Pemasyarakatan;
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Mengingat

Menetapkan

1. Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan
Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4284) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6216);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PENCEGAHAN
TINDAK PIDANA TERORISME DAN PELINDUNGAN
TERHADAP PENYIDIK, PENUNTUT UMUM, HAKIM, DAN
PETUGAS PEMASYARAKATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Terorisme adalah segala perbuatan
yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sesuai
dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah
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dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002
tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme
menjadi Undang-Undang.

Terorisme adalah perbuatan yang menggunakan
kekerasan atau ancaman kekerasan yang menimbulkan
suasana teror atau rasa takut secara meluas, yang
dapat menimbulkan korban yang bersifat massal,
dan/atau menimbulkan kerusakan atau kehancuran
terhadap objek vital yang strategis, lingkungan hidup,
fasilitas publik, atau fasilitas internasional dengan
motif ideologi, politik, atau gangguan keamanan.
Pencegahan Tindak Pidana Terorisme adalah upaya
mencegah terjadinya Tindak Pidana Terorisme melalui
Kesiapsiagaan Nasional, Kontra Radikalisasi, dan
Deradikalisasi.

Kesiapsiagaan Nasional adalah suatu kondisi siap
siaga untuk mengantisipasi terjadinya Tindak Pidana
Terorisme melalui proses yang terencana, terpadu,
sistematis, dan berkesinambungan.

Kontra Radikalisasi adalah suatu proses yang
terencana, terpadu, sistematis, dan berkesinambungan
yang dilaksanakan terhadap orang atau kelompok
orang yang rentan terpapar paham radikal Terorisme
yang dimaksudkan untuk menghentikan penyebaran
paham radikal Terorisme.

Deradikalisasi adalah suatu proses yang terencana,
terpadu, sistematis, dan berkesinambungan yang
dilaksanakan untuk menghilangkan atau mengurangi dan
membalikkan pemahaman radikal Terorisme yang
telah terjadi.

Pelindungan adalah jaminan rasa aman yang
diberikan oleh negara kepada penyidik, penuntut
umum, hakim, dan petugas pemasyarakatan beserta

keluarganya dari kekerasan dan/atau ancaman

www.peraturan.go.id



2019, No.217

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

kekerasan dalam menangani perkara Tindak Pidana
Terorisme.

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme yang
selanjutnya disingkat BNPT adalah badan yang
menyelenggarakan urusan di bidang penanggulangan

Terorisme.

BAB II
PENCEGAHAN TINDAK PIDANA TERORISME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Pemerintah wajib melakukan Pencegahan Tindak
Pidana Terorisme.
Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan melalui:
a. Kesiapsiagaan Nasional;
b. Kontra Radikalisasi; dan

C. Deradikalisasi.

Bagian Kedua

Kesiapsiagaan Nasional

Paragraf 1

Umum

Pasal 3
Kesiapsiagaan Nasional dilakukan oleh kementerian/
lembaga terkait.
Pelaksanaan Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) di bawah koordinasi BNPT.
Dalam mengoordinasikan pelaksanaan Kesiapsiagaan
Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BNPT
melakukan:

a. rapat koordinasi,
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(S)
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b. pertukaran data dan informasi; dan

c. monitoring dan evaluasi.

Rapat koordinasi, pertukaran data dan informasi,
serta monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud
pada ayat (3) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali
dalam 1 (satu) bulan atau sesuai dengan kebutuhan.
Pelaksanaan Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melibatkan pemerintah
daerah  sesuai dengan  ketentuan = peraturan

perundang-undangan.

Pasal 4

Kesiapsiagaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 3 dilakukan melalui:

a.
b.

C.

(1)

pemberdayaan masyarakat;

peningkatan kemampuan aparatur;

pelindungan dan peningkatan sarana prasarana,;
pengembangan kajian Terorisme; dan

pemetaan wilayah rawan paham radikal Terorisme.

Paragraf 2

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 5

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 huruf a dilakukan dengan cara:

a. mendorong kelompok dan organisasi masyarakat
untuk berperan aktif dalam Pencegahan Tindak
Pidana Terorisme sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan,;

b. meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok
dan organisasi masyarakat untuk dapat terlibat
secara aktif dalam Pencegahan Tindak Pidana
Terorisme;

c. menyampaikan dan menerima informasi tentang
Pencegahan Tindak Pidana Terorisme kepada dan

dari masyarakat;
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